
BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR ̂ S TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MEMPAWAH,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Noihor 8 Tahun 2016, bi;^)ati/walikota
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Mempawah Tahim Anggaran 2019;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lelnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

13. Peraturein Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/
2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/
PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1081);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN

ANGGAFJAN 2019.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelengg£ira Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Rekening Kas umum Negara yang selanjutnya RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh
pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.



BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar
Rp. 66.548.772.000," (enam puluh enam milyar lima ratus empat
puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi
Kabupaten Mempawah.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Aflrmasi; dan

c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhartikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis setiap desa

Pasal 3

Alokasi Dasar Rincian Dana setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
Kabupaten/ Kota dibagi jumlah desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Aflrmasi Rincian Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.

(2) Alokasi Aflrmasi Rincian Dana per Desa dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)}

(3) Besaran Alokasi Aflrmasi Rincian Dana untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu)
kali Alokasi Aflrmasi per Desa.

(4) Bes^an Alokasi Afirmasi Rincian Dana untuk Desa Sangat
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung
sebesar 2 (dua) kali Alokasi Aflrmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah
Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula Rincian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula Rincian Dana setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF
Kab/Kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemidahbukuan dari
RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dan RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari keija setelah Dana
Desa diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui 3 tahap, tahap I
sebesar 20% (dua puluh persen), tahap II sebesar 40% (empat puluh
persen), dan tahap 111 sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan
setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APBDes

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan
setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan
setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan
dalam APBDesa.

Pasal 10

(1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6),
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output
menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).



(2) Capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan
ayat (6), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output
dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi
dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa hams didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul
dari penggunaan bukti dimaksud.

BABY

PELAPORAN DANA DESA

Pas£il 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a,
disampaikan paling lambat tanggal 7 Febmari tahun anggaran
beijalan.



(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf b,
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran beijalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian
output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran
data pada aplikasi software.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan
realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI

PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 15

Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa menunda
Penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahim anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional di daerah.

Pasal 16

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa
tahap 1 tahun anggaran beijalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 11,
maka penyaluran Dana Desa tahap 11 tidak dilakukan.

(3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun
beijalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.



Pasal 17

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi atau telah teijadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 18

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
a. Dokumen persyaratsm penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a, telah diterima;

b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari
atau sama dengan 30%; dan

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di
maksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung
sampai dengan berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu pertama bulan Juni tahun anggaran beijalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu
kedua bulan Juni tahun anggaran beijalan.

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemotongan penyalurem Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).



(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berikutnya.

(3)Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Diundangkan di MetTn/^wah
pada tanggal.
SEKRETARIS OA; " KA-IUFATtfJ MEIWPAWAH

BERITA OatjUH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR J.3.

Ditetapks n
pada tanj^al

BUP/Ti

di Mempawah
3- 2019A

EN PAWAH,

GUST ILANA



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR iS TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN

MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR, ALOKASI AFIRMASI DAN

ALOKASI FORMULA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

NO.
KECAMATAN /

DESA

ALOKASI

DASAR

(Rp).

ALOKASI

AFIRMASI

(Rp).

ALOKASI

FORMULA

(Rp).

JUMLAH DANA

DESA

(Rp).

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Mempawah Hilir

1 Pasir 672.421.000 0 823.711.300 1.496.132.300

2 Malikian 672.421.000 211.289.000 567.502.700 1.451.212.700

3 Penibung 672.421.000 0 396.687.600 1.069.108.600

4 Sengkubang 672.421.000 0 384.192.000 1.056.613.000

5 Kuala secapah 672.421.000 0 360.609.700 1.033.030.700

II Mempawah

Timur

1 Sejegi 672.421.000 0 272.020.700 944.441.700

2 Pasir Palembang 672.421.000 0 567.645.800 1.240.066.800

3 Antibar 672.421.000 0 546.724.800 1.219.145.800

4 Parit Banjar 672.421.000 0 289.968.200 962.389.200

5 Sungai Bakau

Kecil

672.421.000 0 618.388.900 1.290.809.900

6 Pasir Panjang 672.421.000 0 300.145.900 972.566.900

III Sungai Kunyit

1 Sui Kunyit Laut 672.421.000 0 290.039.100 962.460.100

2 Sui Dungun 672.421.000 0 194.717.500 867.138.500

3 Semudun 672.421.000 0 209.620.900 882.041.900

4 Semparong Parit

Raden

672.421.000 0 350.246.000 1.022.667.000

5 Mendaiok 672.421.000 0 172.090.800 844.533.800

6 Sui Duri 1 672.421.000 0 263.235.900 935.656.900

7 Sui Bundung Laut 672.421.000 0 185.778.900 858.199.900

8 Sui Kunyit Hutu 672.421.000 0 300.032.100 972.453.100

9 Sui Duri II 672.421.000 0 340.456.200 1.012.877.200

10 Sui Kunyit Dalam 672.421.000 0 192.376.800 864.797.800

11 Bukit Batu 672.421.000 0 421.169.600 1.093.590.600

12 Sui Limau 672.421.000 0 216.518.000 888.939.000

IV Sungai Pinyuh

1 Galang 672.421.000 0 388.260.400 1.060.681.400

2 Sui Rasau 672.421.000 0 276.122.600 948.543.600

3 Peniraman 672.421.000 0 664.303.500 1.336.724.500

4 Sui Purun Kecil 672.421.000 0 558.792.900 1.231.213.900

5 Nusapati 672.421.000 0 528.772.300 1.201.193.300

6 Sui Bakau Besar

Da rat

672.421.000 211.289.000 472.123.900 1.355.833.900

7 Sui Batang 672.421.000 0 233.226.300 905.647.300



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8 Sui Bakau Besar

Laut

672.421.000 0 474.902.800 1.147.323.800

V Anjongan

1 Kepayang 672.421.000 211.289.000 454.526.200 1.338.236.200

2 Anjungan Dalam 672.421.000 0 291.866.600 964.287.600

3 Dema 672.421.000 0 325.002.500 997.423.500

4 Pak Buiu 672.421.000 0 306.696.500 979.117.500

VI Segedong

1 Peniti Dalam 1 672.421.000 211.289.000 576.648.800 1.460.358.800

2 Sui Burung 672.421.000 - 379.445.400 1.051.866.400

3 Sui Purun Besar 672.421.000 211.289.000 677.577.000 1.561.287.000

4 Peniti Besar 672.421.000 - 741.238.600 1.413.659.600

5 Parit Bugis 672.421.000 - 281.248.800 953.669.800

6 Peniti Dalam II 672.421.000 211.289.000 758.539.500 1.642.249.500

VII Siantan

1 Sui Nipah 672.421.000 0 290.503.000 962.924.000

2 Peniti Luar 672.421.000 0 374.986.400 1.047.407.400

3 Wajok Hilir 672.421.000 0 539.848.500 1.212.269.500

4 Jungkat 672.421.000 0 931.362.100 1.603.783.100

5 Wajok Hulu 672.421.000 0 536.385.800 1.208.806.800

VIII Toho

1 Toho llir 672.421.000 0 296.251.900 968.672.900

2 Sepang 672.421.000 0 294.307.400 966.728.400

3 Sambora 672.421.000 0 274.897.900 947.318.900

4 Terap 672.421.000 0 319.876.000 992.297.000

5 Pak Utan 672.421.000 0 356.173.900 1.028.594.900

6 Pak Laheng 672.421.000 0 222.489.700 894.910.700

7 Benuang 672.421.000 0 299.827.200 972.248.200

8 Kecurit 672.421.000 0 234.770.500 907.191.500

IX Sadaniang

1 Amawang 672.421.000 0 369.612.600 1.042.033.600

2 Sekabuk 672.421.000 0 319.008.100 991.429.100

3 Ansiap 672.421.000 0 319.897.300 992.318.300

4 Bumbun 672.421.000 422.578.000 515.570.900 1.610.569.900

5 Suak Barangan 672.421.000 422.578.000 477.116.400 1.572.115.400

6 Pentek 672.421.000 0 464.540.400 ^̂ 1.136.961.400

Jumlah 40.345.283.000 2.112.889.000 24.090.600.100 6|b.548.772.000

EM ''A

GUSTIyRAlV

Diundangkan di i^mpawah
pada tanggal

SEKRETARiS D^/RAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPA' 1 N WAH,

ANA

AIL

BERITA OAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR


